BAB IV

ANALISIS MEKANISME DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDDAN
MURABAHAH PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN MIKRO TAHUN 2017
DI BRI SYARIAH KCP SEPANJANG SIDOARJO

A. Analisis Mekanisme 7ake Over Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di BRI
Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo

Take over menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-
MUI/V1/2002, adalah pengalihan hutang.' Pengalihan hutang yang dimaksud
di sini yaitu pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi
transaksi yang sesuai dengan syariah. Salah satu bank syariah yang
menyediakan fasilitas fake over adalah BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

Take over yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo
adalah pemindahan hutang dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, seperti fake over dari bank Danamon,
bank Niaga, bank Mandiri, bank Mega, serta bank BRI konvensional. Pada
dasarnya tidak ada ketentuan khusus bank konvensional mana saja yang bisa
melakukan fake over di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. BRI Syariah
KCP Sepanjang Sidoarjo membuka kesempatan untuk melakukan fake over
bagi nasabah bank konvensional mana pun asal nasabah tersebut memenuhi
beberapa persyaratan yang diajukan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang

Sidoarjo untuk melakukan take over pembiayaan.

' DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan
Hutang”,  dalam  http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01.detail,0&cntnt01
articleid=32&cntnt0lorigid =59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntntOlreturnid=61, diakses
pada tanggal 18 Maret 2017.

85


http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01%20articleid=32&cntnt01origid%20=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61
http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01%20articleid=32&cntnt01origid%20=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61

86

BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo juga menerima take over dari
bank/lembaga keuangan syariah lain selama akad yang digunakan dalam
pembiayaan tidak sama, misalnya akad pembiayaan di bank/lembaga
keuangan syariah sebelumnya adalah mudarabah maka bisa di take over ke
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dengan menggunakan skema
pembiayaan murabahah.” Adapun mekanisme take over pembiayaan mikro di
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, pada dasarnya hampir sama antara zake
over dari bank konvensional maupun dari bank syariah yang membedakan
hanyalah syarat tambahan yang diajukan BRI Syariah KCP Sepanjang
Sidoarjo bagi nasabah yang melakukan zake over dari bank syariah yaitu
perbedaan akad dalam pembiayaannya. 7ake over pembiayaan di BRI Syariah
KCP Sepanjang Sidoarjo terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal.
Seperti yang tergambar dari kasus di bawabh ini.

Pada tahun 2017, bapak Jatim seorang produsen tas, sepatu dan sandal
mengajukan pembiayaan mikro di bank Bukopin. Tujuannya yaitu untuk
membeli mesin jahit. Bapak Jatim mengajukan pembiayaan mikro sebesar Rp.
100.000.000 dengan jangka waktu selama 3 tahun. Setelah 15 Bulan,
permintaan tas, sepatu dan sandal bapak Jatim meningkat sehingga ia ingin
membeli mesin jahit baru untuk meningkatkan produktifitasnya. Bapak Jatim
ingin mengajukan tambahan pembiayaan ke bank Bukopin, namun bapak
Jatim ragu karena dia merasa jumlah hutangnya dulu hanya berkurang sedikit

sedangkan bunga pinjaman semakin besar, tidak cukup dengan itu pelayanan

? Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 10 Maret 2017.
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bank Bukopin juga tidak terlalu baik, sehingga bapak Jatim memutuskan
untuk mengalihkan hutangnya. Singkat cerita bapak Jatim bertemu dengan
marketing BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dan ditawari untuk
menggunakan produk fake over pembiayaan mikro BRI Syariah KCP
Sepanjang Sidoarjo. Marketing tersebut menjelaskan berbagai hal yang
menjadi keuntungan bagi bapak Jatim jika melakukan fake over pembiayaan
mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, seperti kemudahan
persyaratan fake over, cicilan yang murah dan tetap, serta lainnya. Akhirnya
setelah mendengar tawaran tersebut bapak Jatim memutuskan untuk
melakukan take over pembiayaan mikro ke BRI Syariah KCP Sepanjang
Sidoarjo.’

Dari kasus di atas dapat diketahui fake over pembiayaan mikro di BRI
Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo terjadi karena beberapa faktor di antaranya:
1. Faktor Internal

a. Kemudahan persyaratan
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo menentukan syarat yang
tidak rumit untuk melakukan take over.
b. Cicilan yang murah dan tetap setiap bulannya karena tidak ada bunga
yang memberatkan nasabah.
¢. Promo banking
Dalam upaya menarik nasabah dengan predikat baik dari bank lain,

BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo melakukan promo banking yang

3 BRI Syariah KCP Sepanjang, Dokumen Take Over (Sidoarjo: t.p., 2017), 1.
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dilakukan secara personal, yaitu dengan memberikan informasi dan
penjelasan tentang produk pembiayaan syariah melalui take over. Hal-
hal yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada nasabah, baik dari
segi sistem dan pola pembiayaan, juga dalam hal proses take over
tersebut dijelaskan kepada calon nasabah untuk memberikan gambaran
kepada  nasabah tentang manfaat yang akan diperolehnya jika
melakukan fake over pembiayaan.
2. Faktor Eksternal
a. Pertimbangan keuntungan dan manfaat, dimana pada BRI Syariah KCP
Sepanjang Sidoarjo pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil
(margin).
b. Keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah Islam.
c. Suku bunga di bank sebelumnya sudah mengalami peningkatan.
d. Adanya suatu dan lain hal yang membuat debitur kecewa.
Take over pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo
jumlahnya tidak terlalu banyak setiap tahunnya, seperti yang terlihat dari

tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Data Nasabah Take Over Pembiayaan Mikro Tahun 2017
*Data Olahan
Nama Bank Asal O/S Pembiayaan | Jumlah Pembiayaan TO
Mufidi Btpn Rp  60.000.000 Rp 150.000.000
Nur Aini Danamon Rp  78.000.000 Rp 165.000.000
Larasati Bukopin Rp  57.500.000 Rp 145.000.000
M. Rahman Danamon Rp  80.000.000 Rp 180.000.000
Suryadi Mega Rp  75.000.000 Rp 150.000.000
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Jatim Bukopin | Rp  55.000.000 | Rp 200.000.000
Rudi Hartono BRI Rp  65.000.000 | Rp 160.000.000
Bima Saputra Btpn Rp  47.500.000 Rp 135.000.000
M. Muchlis Btpn Rp  45.000.000 | Rp 120.000.000
Sofiyati Mega Rp  92.500.000 | Rp 200.000.000
Bambang Danamon | Rp  62.500.000 | Rp 155.000.000
Purnomo

Sumber: BRI Syariah4

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat masih sedikit yang
tahu dan menggunakan produk fake over pembiayaan mikro, hal ini
dikarenakan promosi yang digunakan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang
Sidoarjo hanya berupa personal selling”’ Jika BRI Syariah KCP Sepanjang
Sidoarjo menggunakan strategi pemasaran lainnya, maka bisa jadi jumlah
masyarakat yang menggunakan take over pembiayaan mikro BRI Syariah
KCP Sepanjang Sidoarjo akan meningkat.

Adapun mekanisme fake over pada pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI
Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo terdiri dari beberapa tahap, yaitu di awali
dengan pengajuan permohonan fake over pembiayaan mikro, pengisian
formulir pendaftaran zake over pembiayaan mikro, dan penyerahan data diri
nasabah serta dokumen-dokumen yang terkait. Kemudian, verifikasi data diri
nasabah dan dokumen-dokumen terkait oleh BRI Syariah KCP Sepanjang
Sidoarjo, verifikasi ini dilakukan dengan cara bank cheking, dan Bl cheking,.
Setelah dipastikan kebenaran dokumen-dokumen tersebut, barulah dilakukan
penyeleksian pembiayaan yang dilakukan oleh komite pembiayaan BRI

Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, jika komite pembiayaan mengatakan

* BRI Syariah KCP Sepanjang, Dokumen Take Over (Sidoarjo: t.p., 2017), 2.
> Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 10 Maret 2017.
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“layak” maka take over pembiayaan mikro dapat dilaksanakan begitu pun
sebaliknya. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah penandatanganan akad gard
dan pencairan dana tahap pertama dengan akad gard kemudian, tahap
penyerahan jaminan dan pengikatan jaminan yang berlanjut ke tahap
penandatanganan akad murabahah dan pencairan dana tahap kedua dengan
akad murabahah. Setelah semua tahapan di atas sudah dilaksanakan maka
beralih ke tahapan terakhir dari mekanisme fake over pembiayaan mikro yaitu
pembayaran angsuran fake over pembiayaan mikro. Adapun mekanisme take
over pembiayaan mikro ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.
Dalam fatwa ini, disebutkan beberapa ketentuan yaitu: °

Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga
keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;

b. Al-Qard adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan
bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya
kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah
disepakati.

c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang)
kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset,
yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.

d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan
belum lunas pembayan kreditnya.

Alternatif I
Ketentuan Akad
Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

% DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/V1/2002 tentang Pengalihan
Hutang”,  dalam  http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01.detail,0&cntnt01
articleid=32&cntnt0lorigid =59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntntOlreturnid=61, diakses
pada tanggal 18 Maret 2017.
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1. LKS memberikan gard kepada nasabah. Dengan gard tersebut nasabah
melunasi kredit (utang)nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli
dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (24} <)),

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil
penjualan itu nasabah melunasi gardnya kepada LKS.

3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard dan Fatwa
DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula
dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana
dimaksud alternatif I ini.

Secara teknis, dalam mekanisme take over pembiayaan ini tidak
ditemukan adanya kendala, namun secara lapangan ada beberapa kendala yang
dihadapi oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo yaitu kebijakan dari bank
sebelumnya, namun hal ini sudah diakomodir oleh kebijakan bank syariah.
Contohnya adalah mekanisme fake over di bank konvensional yang dilakukan
secara langsung. Setelah fake over, bank konvensional langsung melakukan
perjanjian kredit. Hal ini berbanding terbalik dengan take over yang terjadi
pada bank syariah. Di bank syariah tidak bisa langsung melakukan perjanjian
akad murabahah atau akad lainnya sebelum nasabah melunasi gard terlebih
dahulu. Karena akad gard disini adalah sebagai jembatan bahwasanya yang
akan diakadkan untuk jaminan atau agunan sudah bisa dipegang atau
dipertanggung jawabkan.

Kendala lainnya yang dihadapi adalah bank konvensional membutuhkan
waktu satu minggu atau lebih untuk mengeluarkan sertifikat pembiayaan
sedangkan BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo memberikan waktu tiga hari

bagi nasabah untuk menyerahkan sertifikat, sehingga terjadi tenggang waktu

yang cukup lama hanya untuk menunggu sertifikat dari bank konvensional
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saja. Namun hal ini bisa diantisipasi oleh pihak bank syariah pada saat awal
proses take over yakni dengan meyakinkan pada nasabah untuk memastikan
bahwa agunan atau jaminan yang ada di bank konvensional sebelumnya bisa
diambil dengan adanya pelunasan.

B. Analisis Implementasi Akad Qard dan Murabahah pada Take Over
Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo

Take over pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo
menggunakan dua akad dalam transaksinya. Kedua akad tersebut digunakan
secara bertahap, pertama menggunakan akad gard dan kedua menggunakan
akad murabahah.” Akad gard merupakan akad pelengkap dari akad komersil
(akad murabahah). Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad
gard tidak menggunakan imbalan apapun. Oleh karena itu, dalam take over
pembiayaan mikro, BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo menggabungkan
akad gard dengan akad murabahah untuk mendapatkan keuntungan dari
margin yang ditetapkan dalam akad murabahah.’

Menurut Bank Indonesia, gard adalah akad pinjaman dari bank (mugrid)
kepada pihak tertentu (mugqtarid) yang wajib dikembalikan dengan jumlah
yang sama sesuai pinjaman.” Hal ini tergambar dengan jelas dalam contoh
yang ada di bab 3, yang mana pencairan dana dengan akad gard sebesar Rp.
55.000.000 yang digunakan untuk melunasi sisa hutang bapak Jatim di bank

Bukopin dilunasi bapak Jatim dengan cara menjual mesin jahit yang sudah

7 1.
Ibid.
¥ Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 14 Maret 2017.
’Direktorat Perbankan Syariah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah (Jakarta:
Direktorat Perbankan Syariah, 2006), 58.
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menjadi miliknya kepada BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo seharga Rp.
55.000.000."

Akad gard dalam lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua macam.
Pertama, akad gard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan bukan
sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana dimaksud dalam
Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang gard. Kedua, akad
gard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang
menggunakan akad-akad mu’awadah (pertukaran dan dapat bersifat
komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.''
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo menggunakan akad gard bentuk kedua,
adapun produknya yaitu pembiayaan KLM (Kepemilikan Logam Mulia), gard
beragun emas, take over pembiayaan mikro, fake over KKB (Kepemilikan
Kendaraan Bermotor), fake over pembiayaan kepemilikan perumahan.

Akad gard dalam pandangan Islam dinyatakan sah apabila memenuhi
syarat dan rukunnya yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun
syarat sahnya gard yaitu:'>
1) Akad gard dilakukan dengan jjab dan gabul atau bentuk lain yang dapat

menggantikannya, dalam hal ini BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dan

BRI Syariah KCP Sepanjang, Dokumen Take Over (Sidoarjo: t.p., 2013), 3.

" DSN-MUI, “Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qard dengan Menggunakan
Dana Nasabah”, dalam http://icmspecialist.com/wp-content/uploads/2014/02/79-qard.pdf, diakses
pada tanggal 9 Juni 2017.

2 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.
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nasabah melakukan ijab qabul secara lisan dan diperkuat dengan dibuat dan
ditandatanganinya perjanjian tertulis dengan menggunakan akad gard.

2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh,
dan tanpa paksaan), dalam hal ini BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo
dan nasabah telah cakap hukum.

3) Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang
ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsi/), sementara
menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam gard dapat berupa
harta apa saja yang dijadikan tanggungan. Dalam hal ini harta yang
dipinjamkan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berupa uang tunai.

4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar
mudah untuk dikembalikan. Dalam hal ini BRI Syariah KCP Sepanjang
Sidoarjo memberikan pinjaman uang sebanyak sisa hutang pokok nasabah
di bank konvensional.

Sedangkan rukun dari gard yaitu:"

1) Mugrid dalam hal ini adalah BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo yang
dipercaya oleh mugtarid (nasabah) untuk meminjami dana.

2) Ma’qud ‘alaih yaitu dana pinjaman yang diberikan BRI Syariah KCP
Sepanjang Sidoarjo untuk melunasi hutangnya di bank sebelumnya.

3) ljab gabul dalam hal ini adalah kesepakatan yang dicapai oleh mugrid (BRI

Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo) dan mugtarid (nasabah).

B Ibid.
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Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad, maka implementasi akad gard
pada pelaksanaan take over pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah
KCP Sepanjang Sidoarjo sudah memenuhi semua rukun dan syaratnya.

Implementasi akad gard dalam produk take over pembiayaan mikro di
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berupa pinjaman yang diberikan oleh
bank kepada nasabah yang memiliki hutang di bank konvensional dan ingin
mengalihkan hutangnya ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Pinjaman
tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah di bank konvensional,
sebelum dialihkan ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.'*

Implementasi akad gqgard secara teknis diatur dalam PBI Nomor
7/46/PB1/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil
yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya
dalam penyaluran dana dalam bentuk gard ini harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:'’

a. Bank dapat memberikan pinjaman gard untuk kepentingan nasabah
berdasarkan kesepakatan.

b. nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman gard yang
diterima pada waktu yang telah disepakati.

c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
sehubungan dengan pemberian pinjaman gard.

d. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela
kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

e. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak
mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian

' Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 15 Maret 2017.

"> Bank Indonesia, “PBI Nomor 7/46/ PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran
Dana Bagi Hasil yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”, dalam
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf429¢9330ee3 5508 7bdc7pbi7
4605.pdf, diakses pada 18 maret 2017.



http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf429e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf429e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf
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atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas
beban kerugian bank.

f. Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,
maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas
kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup
kewajiban pinjaman nasabah.

g. Sumber dana pinjaman gard untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial
dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana
infak.

a. Sumber dana pinjaman gard untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan
dana komersial jangka pendek (short term financing) diperbolehkan dari
Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan
kepentingan nasabah pemilik dana.

Dalam praktiknya, BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo menjalankan
akad gard pada produk take over pembiayaan mikro sesuai dengan ketentuan
PBI Nomor 7/46/PB1/2005.

Pinjaman dengan akad gard pada produk take over pembiayaan mikro
akan diberikan kepada nasabah yang memenuhi beberapa persyaratan yang
ditetapkan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Adapun persyaratan
tersebut yaitu: a) nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan take
over pembiayaan mikro, b) nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang
disyaratkan oleh bank seperti dokumen data diri nasabah, dokumen jaminan,
dan dokumen lainnya. Setelah calon nasabah memenuhi persyaratan yang
diajukan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dan dinyatakan “layak”
sebagai nasabah fake over pembiayaan mikro, barulah nasabah mendapatkan

pinjaman dana gard yang merupakan tahap awal dalam proses pelaksanaan

take over pembiayaan mikro.'®

1 Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 15 Maret 2017.
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Dalam take over pembiayaan mikro yang menggunakan akad gard pada
pelaksanaannya, terdapat beberapa hak bagi bank dan kewajiban bagi nasabah,
adapun hak bagi bank yaitu bank berhak untuk menagih pembayaran dari
nasabah atas seluruh atau sebagian jumlah utang nasabah kepada bank
berdasarkan akad gard, untuk dibayar dengan seketika tanpa diperlukan
adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi
salah satu hal atau peristiwa sebagai berikut: 1) nasabah tidak melaksanakan
kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang telah
ditetapkan. 2) dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan
ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank adalah palsu, tidak
sah, atau tidak benar. 3) nasabah atau pihak yang mewakili nasabah dalam
akad menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti karena
tindak pidana yang dilakukannya. 4) nasabah tidak memenuhi dan atau
melanggar salah satu ketentuan atau lebih. 5) nasabah masuk dalam daftar
kredit macet dan atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau
lembaga lain yang terkait. 6) nasabah memberikan keterangan baik lisan atau
tertulis yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya,
penghasilan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang
diberikan kepada bank sehubungan hutang nasabah kepada bank atau jika
nasabah menyerahkan tanda bukti penerimaan wuang dan atau surat

pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang
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untuk menandatanganinya sehingga tanda bukti penerimaan atau surat
pemindahbukuan tersebut tidak sah.'’

Sedangkan kewajiban nasabah yaitu 1) menyerahkan kepada bank seluruh
dokumen yang disyaratkan oleh bank yang terdiri dari dokumen bukti diri
nasabah, dokumen jaminan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan
dengan akad, sebagaimana ditentukan oleh bank. 2) menandatangani akad
dan/atau dokumen lain yang terkait dengan akad sebagaimana disyaratkan
oleh bank. 3) melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank sebagaimana
tercantum dalam surat persetujuan prinsip yang terkait dengan pembuatan
akad. 4) melengkapi segala persyaratan yang ditentukan bank, bekerja sama
dengan bank untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank
maupun memberikan jaminan pengganti apabila dipandang perlu oleh bank. 5)
melunasi pinjaman gard pada waktu yang telah ditentukan.'®

Untuk melunasi pinjaman gard, nasabah dapat melakukannya secara
angsuran atau kontan. Namun dalam praktiknya, nasabah take over
pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo melunasi
pinjaman gardnya secara kontan dengan cara menjual barang jaminan dari
pembiayaan sebelumnya kepada BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo sebesar
hutang gardhya. Hal ini tergambar dengan jelas dalam contoh yang ada di bab
3, yang mana pencairan dana dengan akad gard sebesar Rp. 55.000.000 yang

digunakan untuk melunasi sisa hutang bapak Jatim di bank Bukopin dilunasi

"7 BRI Syariah Sidoarjo, Akad Qard (Sidoarjo: t.p., 2013), 5.
18 1.5
Ibid., 2.
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bapak Jatim dengan cara menjual mesin jahit yang sudah menjadi miliknya
kepada BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo seharga Rp. 55.000.000."

Jika dalam pelaksanaan pinjaman gard, ada nasabah yang tidak memenuhi
kewajibannya untuk melunasi pinjaman gard pada waktu yang telah
ditentukan, maka bank akan membebankan denda (#a’zir ) atas keterlambatan
tersebut untuk setiap hari keterlambatan.’® Denda ini diperuntukkan bagi
nasabah yang mampu namun sengaja atau lalai dan tidak beri’tikad baik untuk
membayar. Adapun dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh
bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Hal ini tidak menyalahi aturan,
karena sesuai dengan sanksi keterlambatan yang telah diatur dalam Fatwa
DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard.”’

Setelah akad gard yang merupakan tahap awal dari pelaksanaan take over
pembiayaan mikro dilaksanakan, barulah nasabah dan BRI Syariah KCP
Sepanjang Sidoarjo melaksanakan perjanjian dengan menggunakan akad
murabahah. Murabahah adalah istilah dalam fikih yang berarti suatu bentuk
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi
harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang
tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.”

Akad murabahah yang digunakan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang

Sidoarjo adalah murabahah bil wakalah yaitu bank memerikan kuasa kepada

' BRI Syariah KCP Sepanjang, Dokumen..., 3.

2 1bid., 4.

! DSN-MUI, “Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard”, dalam http://www.
dsnmui.or.id/index.php?mact=News.cntnt01.detail,0&cntnt01articleid=20&cntnt01origid=59&c
ntnt01detailtemplate=Fatwa&cntntOlreturnid=61, diakses pada 18 Maret 2017.

2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 81.
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nasabah untuk membeli suatu barang sesuai dengan keinginannya kemudian

nasabah tersebut menyerahkan bukti pembelian kepada bank, selanjutnya bank

menjual kembali barang tersebut kepada nasabah sesuai harga beli ditambah
margin yang telah disepakati. BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo

menggunakan akad murabahah dalam beberapa produk pembiayaan di

antaranya pembiayaan KKB, pembiayaan kepemilikan perumahan,

pembiayaan mikro, fake over pembiayaan KKB, zake over pembiayaan mikro,
take over pembiayaan kepemilikan perumahan.

Akad murabahah dalam pandangan Islam akan dinyatakan sah apabila
memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad.
Adapun syarat murabahah dalam perbankan adalah sebagai berikut:*

1) Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu
barang yang hendak dibeli, dalam hal ini nasabah benar-benar mengetahui
barangnya karena barang tersebut dibeli sendiri oleh nasabah dengan akad
murabahah bil wakalah.

2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untuk tambahan harga
yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan, dalam hal ini nasabah dan
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo telah menyepakati adanya margin
murabahah.

3) Barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi, dalam hal ini barang
yang dibeli jelas bukan barang ribawi karena barang yang dibeli adalah

barang modal kerja atau barang investasi yang sesuai syariah Islam.

» Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001),
102.
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4) Penjual memberi tahu biaya modal pada nasabah, dalam hal ini BRI
Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo telah memberi tahu harga beli barang
pada saat awal perjanjian.

5) Kontrak harus bebas riba, dalam perjanjian ini tidak ada unsur riba dan
dilakukan secara antaradin.

6) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian, dalam hal ini BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo
telah menjelaskan dengan jelas di akta perjanjian murabahah.

7) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
dalam hal ini BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo telah menjelaskan
dengan jelas di akta perjanjian murabahah.

Sedangkan rukun murabahah yaitu:**

1) Penjual dalam hal ini adalah BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo yang
menjual barang kepada pembeli (nasabah).

2) Barang yang dibeli, yaitu modal kerja atau barang investasi yang dibeli
nasabah dengan menggunakan dana yang diberikan oleh BRI Syariah KCP
Sepanjang Sidoarjo.

3) Harga barang, yaitu harga beli barang pada saat nasabah membeli barang di
pemasok ditambah margin murabahah yang telah disepakati anatara BRI
Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dan nasabah.

Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad, maka implementasi akad

murabahah pada pelaksanaan take over pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI

2% Ibid.



102

Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo sudah memenuhi semua rukun dan
Syaratnya.

Implementasi akad murabahah dalam produk take over pembiayaan
mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berupa pemberian dana dan
kuasa kepada nasabah untuk membeli suatu barang (modal kerja atau barang
investasi) sesuai dengan keinginannya, kemudian nasabah tersebut
menyerahkan bukti pembelian kepada bank, selanjutnya bank menjual kembali
barang tersebut kepada nasabah sesuai harga beli ditambah margin yang telah
disepakati.”> Hal ini seperti yang dijelaskan dari contoh yang ada di bab 3,
yang mana bapak Jatim menggunakan dana sebesar Rp. 139.466.000 untuk
membeli mesin jahit baru dengan akad murabahah bil wakalah dan
menyerahkan bukti kwitansi pembelian kepada BRI Syariah KCP Sepanjang
Sidoarjo.*

Implementasi akad murabahah secara teknis diatur dalam PBI Nomor
7/46/PB1/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil
yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya
dalam penyaluran dana dalam bentuk murabahah ini harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:*’

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli
barang.

» Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 15 Maret 2017.

26 BRI Syariah KCP Sepanjang, Dokumen..., 3.

7 Bank Indonesia, “PBI Nomor 7/46/ PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran
Dana Bagi Hasil yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”, dalam
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf429¢9330ee355087bdc7pbi7
4605.pdf, diakses pada 18 maret 2017.



http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf429e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/5381fcc4facf429e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf
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b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank
ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Bank dapat
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.

c. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah ( wakal/ah) untuk membeli
barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara
prinsip menjadi milik Bank.

d. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun
saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh
nasabah.

e. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan
selain barang yang dibiayai Bank.

f. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan
tidak berubah selama periode Akad.

g. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara
proporsional.

Dalam praktiknya, BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo menjalankan akad
murabahah pada produk take over pembiayaan mikro sesuai dengan ketentuan
PBI Nomor 7/46/PB1/2005.

Akad murabahah dalam produk take over pembiayaan mikro ini
merupakan kelanjutan dari akad gard yang telah dilakukan sebelumnya,
sehingga pencairan dana dan pemberian kuasa bank kepada nasabah untuk
membeli barang dengan akad murabahah dapat terlaksana apabila nasabah
sebelumnya menandatangani dan menyetujui adanya akad murabahah yang
merupakan kelanjutan akad gard. Hal ini berbeda dengan implementasi
pelaksanaan akad murabahah murni pada suatu pembiayaan. Dalam
pembiayaan yang menggunakan akad murabahah saja tanpa adanya akad gard

sebagai akad pelengkap, pencairan dana dan pemberian kuasa bank kepada
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nasabah untuk membeli barang dengan akad murabahah dapat terlaksana
tanpa didahului dengan adanya penandatanganan akad gard.”*

Pembiayaan dengan akad murabahah pada produk take over pembiayaan
mikro akan diberikan kepada nasabah yang memenuhi beberapa persyaratan
yang ditetapkan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Adapun
persyaratan tersebut yaitu: 1) nasabah telah menandatangani dan menyetujui
adanya akad murabahah pada tahap sebelumnya. 2) nasabah telah
menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank. 3) nasabah telah
menyerahkan kepada bank, semua dokumen mengenai data diri nasabah,
jaminan, surat sanggup, dan dokumen lain yang terkait dengan pembiayaan. 4)
nasabah telah membuka rekening pada bank atas petunjuk bank yang akan
digunakan dalam pembukuan pembiayaan. Setelah nasabah memenuhi
persyaratan yang diajukan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo barulah
pencairan dana take over pembiayaan mikro dengan akad murabahah dapat
dilakukan.”

Pembiayaan murabahah memiliki jangka waktu pembayaran (Zenor) yang
berbeda-beda tergantung fake over pembiayaan mikro mana yang dipilih
nasabah. Seperti contoh di bab 3, yang mana bapak Jatim mengajukan zake
over pembiayaan mikro dengan plafon Rp. 200.000.000 dan diangsur selama
48 bulan. Untuk kepentingannya, BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dapat

mengasuransikan pembiayaan ini kepada perusahaan asuransi syariah yang

2 Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 15 Maret 2017.
29 1.
Ibid.
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disepakati berupa asuransi jiwa.”® Hal ini dilakukan semata-mata untuk
menjaga kelancaran pembayaran pembiayaan.

Dalam take over pembiayaan mikro yang menggunakan akad murabahah
pada pelaksanaannya, terdapat beberapa hak bagi bank dan kewajiban bagi
nasabah, adapun hak bagi bank yaitu bank berhak untuk menagih pembayaran
dari nasabah atas seluruh atau sebagian jumlah utang nasabah kepada bank
berdasarkan akad murabahah, untuk dibayar dengan seketika tanpa diperlukan
adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi
salah satu hal atau peristiwa sebagai berikut: 1) nasabah tidak melaksanakan
kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang telah
ditetapkan. 2) dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan
ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank adalah palsu, tidak
sah, atau tidak benar. 3) nasabah atau pihak yang mewakili nasabah dalam
akad menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti karena
tindak pidana yang dilakukannya. 4) nasabah tidak memenuhi dan atau
melanggar salah satu ketentuan atau lebih. 5) nasabah masuk dalam daftar
kredit macet dan atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau
lembaga lain yang terkait. 6) nasabah memberikan keterangan baik lisan atau
tertulis yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya,
penghasilan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang

diberikan kepada bank sehubungan utang nasabah kepada bank atau jika

3% BRI Syariah Sidoarjo, Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah (Sidoarjo: t.p., 2014), 8.



106

nasabah menyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat
pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang
untuk menandatanganinya sehingga tanda bukti penerimaan atau surat
pemindahbukuan tersebut tidak sah.’'

Sedangkan kewajiban nasabah yaitu 1) menyerahkan kepada bank seluruh
dokumen yang disyaratkan oleh bank yang terdiri dari dokumen bukti diri
nasabah, dokumen jaminan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan
dengan akad, sebagaimana ditentukan oleh bank. 2) menandatangani akad
dan/atau dokumen lain yang terkait dengan akad sebagaimana disyaratkan
oleh bank. 3) melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank sebagaimana
tercantum dalam surat persetujuan prinsip yang terkait dengan pembuatan
akad. 4) melengkapi segala persyaratan yang ditentukan bank, bekerja sama
dengan bank untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank
maupun memberikan jaminan pengganti apabila dipandang perlu oleh bank. 5)
melunasi pembiayaan murabahah pada waktu yang telah ditentukan.*

Untuk melunasi pembiayaan murabahah, nasabah dapat melakukannya
secara angsuran. Dalam praktiknya, nasabah fake over pembiayaan mikro di
BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo melunasi pembiayaan murabahah nya
dengan cara angsuran. Adapun jumlah angsuran yang harus dibayar oleh
nasabah merupakan akumulasi dari pencairan dana tahap pertama dan kedua
ditambah margin dan biaya administrasi serta biaya lain kemudian dibagi

dengan jangka waktu pembiayaan. Hal ini seperti yang dicontohkan di bab 3,

3 bid., 6.
32 1bid., 3.
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yang mana bapak Jatim harus membayar angsuran sebesar Rp. 5.986.664 per
bulan selama 4 tahun. Jumlah ini didapat dari hasil harga jual bank sebesar Rp.
287.359.871 dibagi 48 bulan.*”

Adapun harga jual bank sebesar Rp. 287.359.871 didapat dari hasil
penjualan bank terhadap mesin jahit lama yang telah dijual oleh bapak Jatim
untuk melunasi hutang gardhya sebesar Rp. 55.000.000 ditambah penjualan
mesin jahit baru yang dibeli bapak Jatim sebesar Rp. 139.466.000 ditambah
biaya administrasi dan biaya lain serta ditambah margin sebesar Rp.
87.359.871. Adapun jumlah margin didapatkan dari hasil jumlah total
pembiayaan bank sebesar Rp. 200.000.000 dikali dengan prosentase margin
yang telah ditetapkan BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Jumlah
prosentase margin fake over pembiayaan mikro berbeda dengan prosentase

margin pembiayaan lain dengan akad murabahah murni.**

33 :
Ibid.
3* Wakhid Arif Haryono, Wawancara, Sidoarjo, 15 Maret 2017.



